DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN

KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR |7 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PESISIR
SELATAN TAHUN 2025
MENJADI
PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2025

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
PESISIR SELATAN,

Menimbang : a. bahwa telah dilakukan pembahasan
terhadap Rancangan Peraturan Daerah
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025,,
antara Panitia Khusus Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah dan Pemerintah Daerah
Kabupaten Pesisir Selatan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan
sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka
perlu menetapkan Rancangan Peraturan
Daerah tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2025 menjadi Peraturan Daerah
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025,.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesi Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234) sebagaimana telah diubah beberapa
kali, terakhir dengan Undang-Undang
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Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang  Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6801);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Undang-undang Nomor 6
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2024
tentang Kabupaten Pesisir Selatan di
Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 155,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6970);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun
2017 tentang Hak Keuangan dan
Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6057)
sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023
tentang  Perubahan atas  Peraturan
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang
Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6847);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun
2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata
Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6197);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80
Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah (Berita Negara Republik
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Yth. Gubernur Sumatera Barat di Padang.
Yth. Bupati Pesisir Selatan di Painan.
Yth. Ketua Fraksi DPRD Kabupaten Pesisir Selatan.

Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
scbagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun
2018 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 157);

7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib
DPRD Kabupaten Pesisir Selatan;

Hasil Rapat Paripurna Penyampaian Pendapat
Akhir Fraksi DPRD Kabupaten Pesisir Selatan
terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan  Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Pesisir Selatan Tahun 2025 pada Hari Selasa
Tanggal 7 Juli 2026.

MEMUTUSKAN:

Rancangan Peraturan Daerah  tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Pesisir Selatan Tahun 2025 menjadi Peraturan
Daerah tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2025;

Segala hal yang berkaitan dengan proses
selanjutnya dilaksanakan oleh Pemerintah
Daerah sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan;

Segala biaya yang ditimbulkan akibat
keluarnya keputusan ini dibebankan pada
Anggaran Sekretariat DPRD Tahun 2026;

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di : Painan

Padaltanggal : 7 Juli 2026
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Yth. Ketua Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan.
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